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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan kekayaan alam yang ada dipermukaan bumi sebagai 

pemberian anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi tempat 

kehidupan untuk seluruh makhluk hidup dimuka bumi ini baik bagi manusia, 

hewan, maupun tumbuhan. Tanah bersifat abadi dan memiliki peran yang 

sangat penting dalam kehidupan bumi. Hampir semua isi yang ada dibumi ini 

melekat pada tanah dan semua aktivitas sehari-hari manusia berhubungan 

dengan tanah. Bahkan manusia lahir sudah berikatan dengan tanah sampai 

dengan manusia meninggalkan bumi ini tetap berikatan dengan tanah. Bagi 

tumbuhan tanah memiliki arti penting karena dengan adanya tanah maka 

tumbuhan dapat hidup dan berkembang biak serta dapat menghasilkan buah. 

Tanpa adanya tanah maka bangunan-bangunan yang ada di bumi ini tidak 

dapat berdiri dengan kokoh dan seluruh isi yang ada dibumi ini bahkan tidak 

ada. 

Tanah juga memberikan aspek penting dalam perkembangan ekonomi 

bagi kehidupan manusia sehari-hari maupun bagi negara dan dapat  

menciptakan  kesejahteraan sosial, sebagai berikut : 

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
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3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

5. Ketentuan lebih lanjut engenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-

undang.
1
 

Karena adanya asas kehidupan berdasarkan asas kerohanian. Maka 

kemudian dalam perspektif islam penulis. Dalam pandangan Islam, segala 

sesuatu yang ada dilangit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik 

Allah SWT semata. Sebagai pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk 

tanah) kemudian Allah SWT memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia 

untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Asal usul 

kepemilikan (aslul milki) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tidak 

mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasarruf) dengan cara yang diridhai 

oleh Allah SWT. Konsekuensi yuridisnya, maka setiap kebijakan dibidang 

pertanahan hendaklah dilaksanakan dengan mengaplikasikan hukum-hukum 

Allah SWT kedalam kebijakan tersebut.
2
 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) merupakan peraturan perundang-undangan yang 

                                                           
1
 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. 

2
 Nurhayati A, Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Vol. 5, No. 1, 2017. 
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menjadi aturan dasar dalam bidang hukum agraria nasional di Indonesia yang 

terkait dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam  khususnya 

dalam masalah pertanahan. Walaupun UUPA sudah fokus mengatur 

pertanahan, dan bahkan telah dilengkapi beberapa perundang-undangan, 

namun masalah pertanahan tetap muncul, yaitu:
3
 

1. Adanya sengketa/konflik pertanahan 

2. Tumpang Tindih/Sertipikat ganda 

3. Permasalahan pemilikan karena waris 

4. Permasalahan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah Negara 

5. Permasalahan tanah yang belum bersertifikat 

6. Ketimpangan penguasaan tanah 

7. Tanah terlantar 

8. Kurangnya pengakuan hak ulayat masyarat hukum adat.  

Dalam hal ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum dibidang 

pertanahan kepada pemegang hak atas tanah maka Pemerintah 

menyelenggarakan pendaftaran tanah melalui kantor ATR/BPN sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria dalam pasal 19 ayat (1) yang  berbunyi “Untuk menjamin kepastian 

hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah”.  

                                                           
3
 Irwan Permadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan 

Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum, Yustisia, Vol. 5 No.5, Mei-Agustus 2016. 
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Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh 

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda 

bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik 

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
4
 

Untuk melakukan pendaftaran tanah maka pemerintah memberikan 

kekuasaan dan wewenang oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN 

dalam hal melakukan pendaftran tanah yang pertama kali maupun 

pendaftaran tanah dalam pemeliharaan data.  

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN juga menyelenggarakan  

Pendaftaran tanah yang dilakukan dengan cara pendaftaran tanah sistematis 

lengkap (PTSL) yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang 

dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh 

Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya 

yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data 

yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan 

pendaftarannya.
5
 

                                                           
4
  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

5
  Peraturan Menteri ATR Republik Indonesia No.6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap. 
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ATR/BPN dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah harus adanya 

subyek dan obyek yang akan didaftarkan agar dapat dilakukan pendaftaran 

tanah. Adapun subyek dan obyek pendaftaran tanah meliputi: 

Subyek pendaftaran tanah yaitu: 

1. Orang perorangan 

2. Badan hukum. 

Obyek pendaftaran tanah yaitu: 

1. Bidang-bidang tanah atas hak milik, hak guna bagunan, hak guna usaha, 

hak pakai. 

2. Hak tanggungan 

3. Hak milik atas satuan rumah susun 

4. Tanah wakaf 

5. Tanah hak pengelolaan 

6. Tanah negara. 

Salah satu dilakukannya pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan hak 

atas tanah kepada seseorang atau badan hukum. Pemberian hak atas tanah 

dapat dibagi dua yaitu pemberian hak atas tanah individu dan pembertian hak 

atas tanah secara kolektif. Dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri ATR No. 

9 Tahun 1999 yang berbunyi “Pemberian hak secara individual merupakan 

pemberian hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau sebuah badan 

hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau badan hukum secara 

bersama sebagai menerima hak bersama yang dilakukan dengan satu 

penetapan pemberian hak”. Dan ayat (2) yang berbunyi “Pemberian hak 
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secara kolektif merupakan pemberian hak atas beberapa bidang tanah masing-

masing kepada seseorang atau sebuah badan hukum atau kepada beberapa 

orang atau badan hukum sebagai penerimaan hak, yang dilakukan dengan 

satu penetapan pemberian hak”. 

Dalam pemberian hak atas tanah maka diterbitkan Sertifikat Hak Atas 

Tanah yang diberikan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk 

memberikan kepastian hukum kepada seseorang atau badan hukum. Sertifikat 

mempunyai arti penting dalam bidang pertanahan yaitu sebagai alat bukti 

yang paling kuat bagi pemegang hak-hak atas tanah serta wujud sertifikat 

dalam bentuk tertulis dan tercetak. Salah satunya yaitu sertifikat Hak Guna 

Bangunan. Dalam bagian V pasal 35 ayat (1) UUPA bahwa  hak guna 

bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan 

atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 

tahun. Dalam pasal 35 ayat (2) UUPA menjelaskan bahwa atas permintaan 

pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-

bangunan, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan 

waktu paling lama 20 tahun. Serta dalam pasal 35 ayat (3) UUPA 

menjelaskan bahwa hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada 

pihak lain.  

Sertifikat Hak Guna Bangunan dapat mengalami suatu sengketa atau 

konflik dibidang pertanahan, salah satu penyebab sengketa pertanahan yaitu 

adanya dua atau lebih sertifikat tanah dalam sebidang tanah atau disebut 

dengan tumpang tindih (overlapping). Tidak hanya hak guna bangunan tetapi 
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hak milik juga dapat terjadinya sengketa tumpang tindih dengan hak milik 

ataupun hak milik dapat terjadi tumpang tindih (overlapping) dengan hak 

guna bangunan.  Sengketa tumpang tindih (overlapping) terjadi disebabkan 

oleh: 

1. Kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan 

Nasional, sehingga terbit dua sertifikat atau dua nama pemilik atas 

bidang tanah yang sama. 

2. Ada unsur pemalsuan sertifikat aslinya, artinya sertifikatnya hanya satu 

tetapi oleh oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab sertifikat 

tersebut digandakan atau dipalsukan sesuai atau mirip dengan aslinya.
6
 

Kesalahan administrasi yang berakibat hukum maka dapat 

dilakukannya pembatalan hak atas tanah. Dalam hal ini untuk memberikan 

kepastian hukum kepada salah satu pihak yang dirugikan maka langkah 

selanjutnya yaitu dengan dilakukannya pembatalan hak atas tanah. 

Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak 

atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut 

mengandung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap. Maka pembatalan sertifikat hak atas itu dilakukan karena adanya: 

1. Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian 

hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka 

pengaturan penguasaan tanah  

                                                           
6
 Irwan Permadi, Loc.Cit 
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2. Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan karena adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan 

keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau 

melaksanakanputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap.
7
 

Maka dari itu untuk mengajukan  pembatalan sertipikat hak atas tanah 

karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap dapat dilakukan di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi, kota/kabupaten. 

Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN adalah lembaga pemerintah non 

kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
8
 

Sesuai Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, ATR/BPN mempunyai tugas untuk 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, 

BPN menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan. 

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, 

dan pemetaan. 

                                                           
7
 Pasal 104 Peraturan Menteri ATR No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 
8
  https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional, diakses pada tanggal 28 September 

2020, Pukul 00.40 WIB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Agraria
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional
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3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, 

pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat. 

4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan 

dan pengendalian kebijakan pertanahan. 

5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah. 

6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan 

penanganan sengketa dan perkara pertanahan. 

7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN. 

8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN. 

9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan. 

10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan. 

11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

pertanahan.
9
 

Adanya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh kantor Agraria dan 

Tata Ruang/BPN maka pemohon pembatalan dapat mengajukan gugatan di 

Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kesalahan administrasi yang 

sudah dikeluarkan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN. Apabila salah 

satu pihak ada yang tidak puas dengan keputusan hakim dalam putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara maka dapat dilakukkan banding di Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila sudah diajukan di Pengadilan Tata Usaha 

                                                           
9
 https://www.atrbpn.go.id/, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, pukul 00.34 WIB. 

https://www.atrbpn.go.id/
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Negara dan diajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

apabila salah satu pihak masih tidak puas dengan putusan hakim maka dapat 

diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apabila adanya 

upaya hukum luar biasa maka dapat dilakukan peninjauan kembali ke 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga negara tertinggi 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadi pemegang kekuasaan 

kehakiman. 

Berdasarkan pengamatan penulis dalam observasi akhir-akhir ini 

banyaknya timbul konflik, sengketa, dan perkara pertanahan antara investor 

pengembangan dengan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan hak 

guna bangunan yang diberikan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN 

kepada PT. Sunindo Property Jaya. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar 

belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih 

jauh tentang terjadinya pembatalan dan mencabut Sertipikat Hak Guna 

Bangunan, maka dari itu penulis mengambil judul ANALISIS YURIDIS 

TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 616 K/TUN/2018 JO. 128/PK/TUN/2019 

(PEMBATALAN DAN MENCABUT SERTIPIKAT HAK GUNA 

BANGUNAN). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini adalah:  

1. Apakah upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang Hak Guna 

Bangunan apabila haknya dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota 

Semarang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

616 K/TUN/2018 Jo. 128/PK/TUN/2019 (pembatalan dan mencabut 

sertipikat Hak Guna Bangunan)? 

2. Bagaimana analisis yuridis dalam putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 616 K/TUN/2018 Jo. 128/PK/TUN/2019 (pembatalan 

dan mencabut sertipikat Hak Guna Bangunan)? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa apakah upaya hukum 

yang dilakukan oleh pemegang Hak Guna Bangunan apabila haknya 

dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616K/TUN/2018 Jo. 

128/PK.TUN/2019 (pembatalan dan mencabut sertipikat Hak Guna 

Bangunan).  

2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa bagaimana analisis 

yuridis dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 
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K/TUN/2018 JO. 128/PK/TUN/2019 (pembatalan dan mencabut 

sertipikat Hak Guna Bangunan). 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Secara Teoritis 

a. Dengan adanya hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi 

persyaratan dalam memperperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) ilmu 

hukum. 

b. Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata. 

c. Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan gambaran karena adanya kesalahan pejabat 

adminintrasi dalam menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan 

dalam suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang 

pembatalan dan mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan dari 

adanya aduan kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang,  Pengadilan 

Tata Usaha Negara, diajukan banding, kasasi, dan peninjauan 

kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 

serta bagaimana putusan dan perlindungan hukum bagi hak yang 

dirugikan dalam teori hukum maupun perundang-undangan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi masyarakat 

Dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk 

menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang fenomena adanya 
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kesalahan pejabat adminintrasi dalam menyelesaikan sengketa dan 

konflik pertanahan dalam suatu putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia tentang pembatalan dan mencabut Hak Guna Bangunan 

dari Pengadilan Tata Usaha Negara, diajukan banding, kasasi, dan 

peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik 

Indonesia serta bagaimana putusan dan perlindungan hukum bagi hak 

yang dirugikan dalam teori hukum serta perundang-undangan. 

b. Bagi mahasiswa 

Dengan adanya hasil dari penelitian ini bagi mahasiswa dapat 

digunakan sebagai reverensi dalam pembuatan penelitian yang serupa 

perihal analisis yuridis putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia tentang pembatalan dan mencabut Hak Guna Bangunan 

dan sebagai sumber bahan tambahan studi kepustakaan. 

E. Terminologi 

1. Analisis Yuridis  

Analisis Yuridis adalah menganalisa suatu perbuatan atau peristiwa 

karena adanya sengketa atau konflik  menurut hukum atau dari segi 

hukum dengan menggunakan teori hukum serta perundang-undangan 

yang sedang berlaku. 
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2. Putusan  

Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan oleh hakim 

dalam sidang terbuka untuk umum dan dituangkan dengan dalam bentuk 

tertulis sebagai dari hasil pemerisaan perkara gugatan.
10

 

3. Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga negara 

tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadi pemegang 

kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi serta bebas 

dari pengaruh kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia 

membawahi badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, 

peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.
11

 

4. Pembatalan 

Pembatalan adalah suatu proses, cara, perbuatan membatalkan, dan 

pernyataan batal.
12

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri ATR No. 9 tahun 

1999 istilah pembatalan hak atas tanah merupakan pebatalan keputusan 

pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena 

keputusan itu mengandung cacad hukum administrasi dalam 

penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

 

                                                           
10

 https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan, diakses 

pada tanggal 27 September 2020, Pukul 14.23 WIB. 
11

 https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 27 

September 2020, Pukul 15.43 WIB. 
12

 https://kbbi.web.id/batal, diakses pada tanggal 27 September 2020, Pukul 16.00 WIB. 

https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia
https://kbbi.web.id/batal
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5. Mencabut 

Mencabut adalah suatu penetapan atau perkataan untuk menarik 

kembali apa yang sudah ditetapkan atau sudah dikatakan dan menyatakan 

sudah tidak berlaku.
13

 Dalam Undang Undang RI No. 20 tahun 1961 

istilah pencabutan hak adalah jalan yang terakhir untuk memperoleh tanah 

dan/atau benda lainya yang diperlukan untuk kepentingan umum. 

6. Sertifikat 

Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis 

atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai 

bukti pemilikan atau suatu kejadian.
14

 Dalam pasal 32 Peraturan 

Pemerintah No.24 tahun 1997 istilah Sertifikat merupakan surat tanda 

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data 

fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan 

data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan 

buku tanah hak yang bersangkutan. 

7. Hak Guna Bangunan 

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk membangun dan memiliki 

bangunan diatas tanah milik oranglain atau tanah milik negara dalam 

jangka waktu tertentu. Hak Guna Bangunan juga dapat diartikan sebagai 

hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan diatas tanah 

yang tanahnya tersebut bukan miliknya diri sendiri dan dengan jangka 

                                                           
13

 https://id.wiktionary.org/wiki/mencabut, diakses pada tanggal 27 September 2020. Pukul 16.10 

WIB. 
14

 http://www.kamusbesar.com/sertifikat, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, Pukul 00.48 

WIB. 

https://id.wiktionary.org/wiki/mencabut
http://www.kamusbesar.com/sertifikat
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waktu paling lama 30 tahun. Orang perorangan atau badan hukum yang 

mempunyai hak guna bangunan tersebut dapat diperpanjang dengan 

waktu paling lama 20 tahun serta hak guna bangunan dapat beralih dan 

dialihkan kepada pihak lain. Hak guna bangunan dapat diberikan kepada 

Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang berkedudukan di 

Indonesia dan didirikan menurut hukum Indonesia.
15

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu langkah pertama dalam penelitian 

hukum yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulkan data atau informasi 

dengan cara melakukan investigasi  kepada narasumber di lokasi penelitian. 

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yaitu dengan adanya 

prosedur yang harus ditempuh, sumber data, dan waktu penelitian. Serta 

dengan metode apa penelitian tersebut dalam memperoleh data-data/informasi 

dan kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis. 

Berikut metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan 

penelitian hukum terdiri dari: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. 

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian 

hukum yang digunakan untuk melihat hukum dalam artian dengan 

                                                           
15

 https://www.kamusbesar.com/hak-guna-bangunan, diakses pada tanggal 27 September 2020, 

Pukul 16.15 WIB. 

https://www.kamusbesar.com/hak-guna-bangunan
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melihat peraturan perundang-undangan yang nyata dan meneliti 

bagaimana bekerjanya dengan menerapkan peraturan perundang-

undangan di lingkungan masyarakat. 

Peraturan perundang-undangan yang diteliti bekerjanya dalam 

lingkungan masyarakat yaitu Peraturan Menteri ATR No. 9 tahun 1999 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara 

dan Hak Pengelolaan serta Peraturan Menteri ATR No. 11 Tahun 2016 

tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Supaya masyarakat itu tau dan 

paham bagaimana tata cara dalam pemberian dan pembatalan hak atas 

tanah serta penyelesaian kasus pertanahan apabila terjadi sengkata, 

konflik, dan perkara dalam bidang pertanahan.   

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan gambaran 

dengan jelas dan konkrit terhadap suatu objek lapangan penelitian 

dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dan kemudian peneliti 

menyususun, menganalisa, dan mendeskripsikan untuk mengambil 

kesimpulan dan berlaku secara umum. Dalam hal ini penulis akan 

mendeskriptifkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 616K/TUN/2018 Jo. 128/PK.TUN/2019 (pembatalan dan 

mencabut sertipikat Hak Guna Bangunan). 
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3. Sumber Data 

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan sumber data 

primer dan sekunder yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan oleh penulis secara 

langsung dari narasumber yaitu bapak Dian Puri Winasto, SH 

selaku Kepala SubSeksi Penanganan Sengketa, Konflik dan 

Perkara, dan bapak Radiyanto, SH., MH selaku Kepala Seksi 

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan  dengan 

melakukan wawancara kepada narasumber di lokasi penelitian 

yaitu di Kantor Pertanahan Kota Semarang yang beralamat di Jl. 

Ki Mangunsarkoro No.23, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, 

Jawa Tengah 50241. Sehingga memperoleh data yang diperlukan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum 

melalui studi pustaka yang terdiri dari:  

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam 

penulisan hukum ini menggunakan peraturan-peraturan 

sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 
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b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 

Tentang Mahkamah Agung 

d. Peraturan Pemerintah No. 24 Republik Indonesia Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

e. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

f. Peraturan Menteri ATR Republik Indonesia No. 9 Tahun 

1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak 

Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan 

g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan 

dan Pengaturan Pertanahan 

h. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan 

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional 

j. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 Tentang 

Penyelesaian Kasus Pertanahan 

k. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 35 Tahun 2016 

Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
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l. Peraturan Menteri ATR Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam 

penulisan hukum ini antara lain: 

a. Jurnal Hukum offline dan online 

b. Buku-buku hukum yang berkaitan dengan judul yang 

sudah penulis ambil termasuk skripsi dan tesis. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalan 

penulisan hukum ini antara lain:  

a. Website 

b. E-book 

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Memperoleh data dengan cara wawancara, diskusi, serta 

mengkaji putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

616 K/TUN/2018 jo. 128/PK/TUN/2019 (pembatalan dan mencabut 

sertipikat Hak Guna Bangunan) agar mendapatkan data yang 

konkrit dalam pengumpulan data, dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara di Kantor Pertanahan Kota Semarang. 
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2) Studi Pustaka 

Penulis dalam pengumpulan data secara studi pustaka dengan 

cara mengutip/mengambil dari buku-buku hukum, jurnal hukum, 

website, e-book, serta peraturan perundang-undangan yang sedang 

berlaku.  

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Pertanahan Kota Semarang 

yang beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro No.23, Karangkidul, Kec. 

Semarang Tengah, Jawa Tengah 50241. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis data kualitatif. Setelah memperoleh data dengan 

cara wawancara dan observasi sesuai dengan objek lokasi penelitian. 

Kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan uraian menjelaskan, 

menggambarkan, serta menjawab rumusan masalah yang terkait dengan 

penelitian ini. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dibuat oleh penulis dalam penulisan hukum 

ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah mengetahui, 

memahami, dan menggambarkan penulisan hukum ini dengan jelas. Dengan 

hal ini maka sistematika penulisan dibagi dalam beberapa bab, yang meliputi: 
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BAB I  : PENDAHULIAN 

Dalam BAB I PENDAHULUAN  ini  menguraikan, 

membahas, dan  menggambarkan tentang Latar Belakang,  

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika 

Penulisan, dan Jadwal Penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam BAB II TINJAUAN PUSTAKA ini menguraikan,        

membahas, dan menggambarkan beberapa sub yaitu 

Tinjauan Umum Tentang Tanah, Agraria, dan Hukum 

Tanah (Agraria), Tinjauan Umum Tentang Hak Atas 

Tanah, Tinjauan Umum Tentang ATR/BPN, Tinjauan 

Umum Tentang Pembatalan dan Pencabutan Hak Atas 

Tanah, Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa, 

Konflik, dan Pertanahan, dan Tinjauan Umum Tentang 

Tanah dan Hukum Tanah Dalam Perspektif Islam. 

BAB III              : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam BAB III HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN ini menguraikan, membahas, dan 

menggambarkan tentang permasalahan yang ada di 

perumusan masalah penelitian, antara lain: 

1. Apakah upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang 

Hak Guna Bangunan apabila haknya dibatalkan oleh 
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Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 

K/TUN/2018 Jo. 128/PK/TUN/2019 (pembatalan dan 

mencabut sertipikat Hak Guna Bangunan)? 

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 

K/TUN/2018 Jo. 128/PK/TUN/2019 (pembatalan dan 

mencabut sertipikat Hak Guna Bangunan)? 

BAB IV              : PENUTUP 

 Dalam BAB IV PENUTUP ini menguraikan,          

menjelaskan, dan menggambarkan tentang kesimpulan dan 

saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah 

penulis ini lakukan dalam penulisan hukum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


